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RINGKASAN

Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pada Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo; Edwico Riza Ardyansah,
150903101043; 2018: halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan
Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan,

pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau

badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak

mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Indonesia berusaha dalam upaya

meningkatkan pendapatan untuk keperluan belanja negara baik itu untuk

pelayanan umum, perlindungan sosial, pendidikan, pertanahan, kesehatan,

ketertiban, keamanan dan lain sebagainya. Semakin banyaknya keperluan belanja

negara, berbagai macam usaha dilakukan pemerintah untuk meningkatkan

pendapatan negara dari sektor pajak agar terus meningkat dari tahun ke tahun.

Jenis pajak di Indonesia menurut pemungutannya terdiri dari pajak pusat

dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang di pungut oleh pemerintah pusat

untuk membiayai rumah tangga negara, tujuannya yaitu pemerataan penghasilan

bagi pemerintah. Sedangkan Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh

pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota,

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Sejalan

dengan adanya otonomi daerah, dimana suatu daerah diberikan kewenangan

untuk menggali dan mengelola pajak daerahnya sesuai dengan potensi yang

dimiliki. Semakin besar potensi pajak daerah tersebut semakin besar pula

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh guna membiayai pelaksanaan

pemerintah daerah.

Penerimaan pajak daerah memberi potensi besar dalam menjalankan

program pembangunan yang telah direncanakan oleh Pemerintah Daerah. Oleh

karena itu, diperlukan kesadaran dari wajib pajak dalam membayar pajak daerah

untuk bisa menjalankan program-program dalam meningkatkan kemakmuran

perekonomian daerah, karena apabila tidak membayar pajak akan mengakibatkan
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penerimaan kas tidak maksimal atau tidak sesuai dengan target penerimaan daerah

dan menghambat jalannya program Pemerintah Daerah.

Sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yaitu Official Assesment

yaitu pemerintah menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya

sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pihak

Pemerintah Daerah saat ini sedang gencar dalam meningkatkan pendapatan asli

daerah, salah satunya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pendataan merupakan

proses pengumpulan data Objek Pajak yang sangat penting. Karena nantinya akan

digunakan untuk melakukan penilaian dan penetapan PBB. Pendataan sangatlah

penting untuk dilakukan. Objek pajak yang telah dilakukan pendataan seperti

identifikasi, verivikasi ,dan pengukuran objek pajak yang nantinya setelah

melakukan proses pendataan akan memperoleh Nomor Objek Pajak (NOP) yang

diberikan ke masing-masing objek pajak. Yang selanjutnya akan dilakukan

penetapan sebagai objek PBB. Dengan dilakukannya pendataan dan penetapan

PBB selanjutnya pihak pemerintah dapat mengeluarkan Surat Pemberitahuan

Pajak Terutang (SPPT) yang akan dijadikan pedoman bagi wajib pajak untuk

mengetahui pajak terutangnya dan untuk pihak Badan Keuangan Daerah

Kabupaten Probolinggo bisa digunakan untuk melakukan penagihan.

Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 1042/UN 25.1.2/SP/2018,
Diploma III Perpajakan Jurusan Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Universitas Jember.
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang

sangat padat. Dimana setiap warga negara yang telah memenuhi syarat secara

hukum, wajib untuk membayar pajak secara langsung maupun tidak langsung.

Definisi pajak menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum

Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan

tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Indonesia berusaha dalam upaya

meningkatkan pendapatan untuk keperluan belanja negara baik itu untuk

pelayanan umum, perlindungan sosial, pendidikan, pertanahan, kesehatan,

ketertiban, keamanan dan lain sebagainya. Semakin banyaknya keperluan belanja

negara, berbagai macam usaha dilakukan pemerintah untuk meningkatkan

pendapatan negara dari sektor pajak agar terus meningkat dari tahun ke tahun.

Menurut Mardiasmo (2016:9) sistem pemungutan pajak ada 3 (tiga) macam

yaitu Official Assessment System, Self Assessment System, Witholding System.

Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi

wewenang pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi

wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang

terutang, sedangkan With Holding System adalah sistem pemungutan pajak yang

memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus atau Wajib Pajak yang

bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Indonesia merupakan negara yang sumber pendapatan negaranya sebagian

besar dari penerimaan pajak. Pernyataan tersebut dapat dilihat dari data Target

dan Realisasi Penerimaan Negara dari tahun 2015 – 2017. Dimana target dan

realisasi penerimaan negara dari sektor pajak selalu lebih tinggi dibandingkan

dengan sektor lainnya yaitu dari sektor sumber penerimaan bukan pajak dan
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hibah. Data tentang target realisasi penerimaan negara dapat dilihat pada tabel 1.1

di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Negara tahun 2015-2017 (dalam triliun rupiah)

Sumber: https://www.djpbn.kemenkeu..go.id (diakses pada tanggal 12 April 2018 pukul
19.16 WIB)

Dari Tabel 1.1 dapat kita lihat bahwa target realisasi penerimaan negara dari

penerimaan perpajakan merupakan sumber penerimaan terbesar jika dibandingkan

dengan penerimaan bukan pajak dan hibah. Realiasi penerimaan pajak pada 2016

yang telah dicapai yaitu mencapai Rp 1.285,0 triliun rupiah atau sekitar 83,4

persen dari target dalam APBNP 2016 sebesar Rp 1.539,2 triliun rupiah. Artinya

penerimaan pajak pada 2016 berkontribusi sebesar 82,63 persen dari total

pendapatan pemerintah yang mencapai Rp 1.555,1 triliun rupiah. Ini lebih rendah

dari target dalam APBNP 2016 sebesar 86,2 persen. Meskipun di bawah target

APBNP 2016, namun kontribusi pajak terhadap pendapatan negara masih

mencatat kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2015 sebesar 1.240,4

triliun rupiah. Berdasarkan pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi

(2) dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Menurut Resmi (2017:8), Pajak Pusat

adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk

membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Misalnya Pajak Penghasilan

(PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

(PPnBM). Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah

daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak

Penerimaan Sumber 2015 2016 2017

Target Realisasi Target Realisasi Target
I. Penerimaan 1.758,3 1.494,1 1.784,2 1.546,9 1.748,9

Penerimaan Perpajakan 1.489,3 1.240,4 1.539,2 1.285,0 1.498,9

Penerimaan Bukan Pajak 269,1 253,7 245,1 261,9 250,0

II. Hibah 3,3 10,4 2,0 8,2 1,4

Jumlah 1.761,6 1.504,5 1.786,2 1.555,1 1.750,3
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kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga masing-masing

daerah. Dalam pelaksanaannya, Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009. Misalnya Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, Pajak

Hotel, dan lain-lain.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

Daerah bagi kemakmuran rakyat. Retribusi daerah atau retribusi berdasarkan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah adalah pemungutan

Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang

pribadi atau badan. Adapun jenis pajak daerah yang diatur berdasarkan Undang-

Undang No.28 tahun 2009, jenis pajak daerah yang pertama yaitu jenis Pajak

Provinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan

Pajak Rokok. Lalu untuk jenis pajak daerah yang kedua yaitu jenis Pajak

Kabupaten/Kota yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan,

Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan

Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan.

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk

mengatur dan mengelola daerah masing-masing. Sebagai administrator penuh,

masing-masing daerah harus bertindak efektif dan efisien agar pengelolaan

daerahnya lebih terfokus dan mencapai sasaran yang telah ditentukan. Pemerintah

daerah harus mulai mencari sumber lain yang ada di wilayahnya untuk diandalkan

sebagai tulang punggung Pendapatan Asli daerah (PAD). Dalam rangka

menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk

pelaksanaan kewenangan fiskal, setiap daerah harus dapat mengenali potensi dan

mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Tuntutan peningkatan
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Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar seiring dengan semakin banyaknya

kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan

personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah.

Berdasarkan Praktek Kerja Nyata Penulis di Badan Keuangan Daerah

Kabupaten Probolinggo pajak daerah di Kota Probolinggo sendiri memberi

potensi besar bagi program yang telah direncanakan. Maka dari itu, perlu

kesadaran dari wajib pajak dalam membayar pajak daerah untuk bisa

memakmurkan perekonomian daerah. Karena apabila wajib pajak tidak

melakukan kewajiban membayar pajak bisa mengakibatkan penerimaan daerah

tidak sesuai dengan target. Karena pemerintah Kota Probolinggo telah

menetapkan target setiap tahunnya terhadap Penerimaan Asli Daerah(PAD). Pajak

daerah dalam pengelolaan di Kota Probolinggo berpedoman pada Undang-

Undang nomor 28 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 34

tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah dan Peraturan Daerah

Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah yang telah diubah dengan Peraturan

Daerah Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Perauturan Daerah Kota

Probolinggo Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. Peraturan Daerah

diharapkan menjadi landasan hukum dalam pengenaan pajak daerah sehubungan

dengan hak atas bumi dan bangunan. Selain itu dengan berlakunya Peraturan

Daerah ini diharapkan dapat memberikan kesadaran, kepastian hukum dan

keadilan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan

sesuai dengan kemampuannnya.

Target dan Realisasi Penerimaan Asli Daerah(PAD) Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada

tabel 1.2 di bawah ini sebagai berikut:
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Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Asli Daerah(PAD) tahun 2016-2017

(dalam miliar rupiah)

Tahun 2016 Tahun 2016

Target Realisasi Target Realisasi

Rp.14.154.716.745 Rp.10.448.112.925

(73,81%)

Rp.14.900.000.000 Rp.14.781.247.637

(99,2%)

Sumber:https://probolinggokab.go.id/new/170-desa-lunas-pbb-p2-100/ dan

http://www.beritametro.news/epaper/probolinggo/sebanyak-223-desa-di-

probolinggo-lunas-pbb-p2 (diakses pada tanggal 12 April 2018 pukul 19.16 WIB)

Dari Tabel 1.2 dapat kita lihat bahwa target realisasi Penerimaan Asli

Daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan pada tahun 2016 sampai dengan

tahun 2017. Realisasi penerimaan yang telah dicapai pada tahun 2016 mencapai

Rp.10.448.112.925 miliar rupiah. Artinya kontribusi penerimaan asli daerah dari

sektor pajak bumi bangunan sebesar 73,81 persen dari target yg telah ditentukan

yaitu sebesar Rp.14.154.716.745 miliar rupiah. Sedangkan ditahun 2017 realisasi

Rp.14.781.247.637 miliar rupiah. Artinya kontribusi penerimaan asli daerah dari

pajak bumi bangunan sebesar 99,2% dari target yang telah ditentukan yaitu

sebesar Rp.14.900.000.000 miliar rupiah. Bisa kita simpulkan bahwa dari tahun-

ketahun penerimaan asli daerah dari sektor pajak bumi dan bangunan perdesaan

dan perkotaan mengalami kenaikan dari tahun-ketahunnya.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan memiliki kontribusi

yang besar pada Pajak Daerah di Kota Probolinggo. Sejak berlakunya Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tanggal 15 September 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah, wewenang untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan

sektor perdesaan dan perkotaan diserahkan ke pemerintah kabupaten atau kota.

Penyerahan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan

Perkotaan kepada pemerintah kabupaten/kota dimulai 1 Januari 2011 dan paling
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lambat 1 Januari 2014. Dalam hal pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan(PBB-P2) Pemrintah Daerah Kabupaten atau Kota

dituntut untuk siap melaksanakan pelayanan, pendataan, penilaian,

pengadministrasian, pemeliharaan, basis data, penetapan pajak terutang,

pemungutan dan penagihan dan lain-lain, yang terkait dengan pengelolaan pajak

di wilayah mereka masing-masing sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan

dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

(PBB-P2) di Kota Probolinggo tepatnya di Dinas Pendapatan adalah official

assesment system. Menurut Peraturan Daerah Probolinggo Nomor 7 Tahun 2012

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pemungutan adalah

suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak,

penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada

wajib pajak serta pengawasan setorannya. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan sangatlah penting untuk dilakukan, selanjutnya pihak

pemerintah yaitu Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo dapat

menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang nanti akan

dijadikan pedoman bagi wajib pajak untuk mengetahui pajak terutangnya dan

untuk pihak Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo bisa digunakan

untuk pedoman untuk melakukan penagihan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk mengambil

judul tentang “Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan

dan Perkotaan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo”.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Badan

Keuangan Daerah Probolinggo?
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1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Adapun tujuan Praktek Kerja Nyata adalah untuk mengetahui dan

menjelaskan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Badan

Keuangan Daerah Probolinggo yang berwenang dalam menetapkan pajak daerah.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

a. Memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program studi

Diploma III;

b. memperoleh pengalaman kerja sebagai penerapan ilmu yang telah

diporoleh selama menempuh pendidikan di Diploma III Perpajakan

Universitas Jember;

c. menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Prosedur Pemungutan

Pajak Bumi dan Bangunan oleh Badan Keuangan Daerah Probolinggo;

d. memperdalam informasi dan pengetahuan dalam bidang Perpajakan

seiring dengan adanya undang-undang perpajakan yang sewaktu-waktu

dapat berubah.
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengetahuan Umum Tentang Perpajakan

2.1.1 Definisi Pajak

Pengertian Pajak setiap ahli mendefinisikan pajak secara berbeda. Namun

pada dasarnya dari berbagai definisi tersebut mempunyai unsur dan tujuan yang

sama. Definisi pajak menurut para ahli antara lain :

a. Pengertian pajak menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan No.16 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara yang

terutang oleh pihak pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat.

b. Menurut  Ray  (dalam Devano dan Rahayu 2006:22), “pajak adalah suatu

pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat

pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan

yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat  imbalan yang langsung dan

proposional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk

menjalankan pemerintah”.

c. Menurut Soemitro (dalam Mardiasmo 2016:3) Pajak adalah iuran rakyat

kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan)

dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat

ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pajak

merupakan iuran wajib rakyat sebagai warga negara yang dipungut oleh negara,

baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, dan diatur berdasarkan

Undang-Undang yang bersifat memaksa serta tidak mendapatkan fasilitas secara

langsung karena hasil dari pembayaran pajak digunakan untuk membiayai

pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan umum dalam bidang sosial dan

ekonomi.
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2.1.2 Unsur-unsur Pajak

Menurut Soemitro (dalam Mardiasmo 2016:3) Unsur-unsur Pajak dapat

dibedakan menjadi 4 (empat) yaitu :

a. Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang

(bukan barang).

b. Berdasarkan Undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta

aturan pelaksanaanya.

c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung

dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjuk adanya

kontraprestasi individual oleh pemerintah.

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.3 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4), Fungsi Pajak yaitu sebagai berikut:

a. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk

membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan

pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

Contoh :

1) Fungsi mengatur (Regulerend), pajak sebagai alat untuk mengatur atau

melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk

Indonesia di pasaran dunia;

3) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk

mengurangi gaya hidup konsumtif.
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2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan,

maka menurut Mardiasmo (2016:4) pemungutan pajak harus memenuhi syarat

sebagai berikut:

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang

maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-

undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta

disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam

pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk

mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan

banding kepada Pengadilan Pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2 yang berbunyi "

segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang". Hal ini

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara

maupun warganya.

c. Tidak menganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun

perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian

masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari

hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

System pemungutan pajak harus sederhana akan memudahkan dan

mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat

ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.
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2.1.5 Asas Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak didasarkan pada asas-asas tertentu bagi fiskus sehingga

asas tersebut negara memberikan hak kepada dirinya dalam memungut pajak yang

diperoleh dari penduduknya dari harta yang dimilikinya. Menurut Mardiasmo

(2016) asas-asas pemungutan pajak tersebut antara lain :

a. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak

yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari

dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam

negeri.

b. Asas Sumber

Negara barhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di

wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

2.1.6 Jenis Pajak

Menurut Resmi (2017:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat

dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut

sifat, dan menurut lembaga.

a. Menurut Golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1) Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh

Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain

atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.

Misalnya Pajak Penghasilan (PPh).

2) Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau

dilimpahkan pada orang lain atau pihak ketiga.

Misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan atas penyerahan

barang atau jasa.

b. Menurut Sifatnya, pajak dikelompokan menjadi dua yaitu :

1) Pajak Subjektif, penggunaan pajak pertama memperhatikan keadaan pribadi
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Wajib Pajak (subjeknya). Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah

diperhatikan objektifnya sesuai gaya pikut apakah dapat dikenakan pajak

atau tidak. Misalnya perhitungan Pajak Penghasilan (PPh), jumlah

tanggungan dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar.

2) Pajak Objektif, pengenaan pajak pertama memperhatikan atau melihat

objeknya, baik berupa keadaan atau perbuatan atau peristiwa yang

menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui

objeknya, barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum

dengan objek yang telah diketahui. Misalnya Pajak Pertambahan Nilai

(PPN) tidak memperhitungkan apakah Wajib Pajak tersebut memiliki

tanggungan atau tidak.

c. Menurut Lembaga Pemungut, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1) Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Misalnya

Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

2) Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah

tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota),

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga masing-masing daerah.

Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Misalnya Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, Pajak Hotel, dan lain-

lain.

2.1.7 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:9) menyatakan bahwa Sistem Pemungutan Pajak

yang digunakan di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 (tiga) sistem yaitu:

a. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh

Wajib Pajak. Ciri-cirinya:

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus;
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2) Wajib Pajak bersifat pasif;

3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

b. Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang membeikan wewenang kepada

Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-

cirinya:

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib

Pajak sendiri

2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri

pajak yang terutang;

3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. Withholding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak

ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) yang

mempunyai wewenang untuk memotong atau memungut pajak yang terutang.

2.2 Pajak Daerah

Mardiaosmo (2016:14), Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada

Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-undang yang tidak mendapatkan imbalan secar langsung dan

digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2.1 Dasar Hukum

Dasar hukum pemungutan Pajak  Daerah dan Retribusi Daerah adalah

Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.2.2 Jenis Pajak Daerah

Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

a. Pajak Provinsi, terdiri dari:

1) Pajak Kendaraan Bermotor;
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2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

3) Pajak Bahan Bakar Kendraan Bermotor;

4) Pajak Air Permukaan; dan

5) Pajak Rokok

b. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:

1) Pajak Hotel;

2) Pajak Restoran;

3) Pajak Hiburan;

4) Pajak Reklame;

5) Pajak Penerangan Jalan;

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

7) Pajak Parkir;

8) Pajak Air Tanah;

9) Pajak Sarang Burung Walet;

10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Khusunya untuk Daerah yang setingkat dengan provinsi, tetapi tidak terbagi

dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Ibu Kota Jakarta, jenis pajak

yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan

pajak untuk daerah kabupaten/kota.

2.3 Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut  Mardiasm (2016:381), Bumi adalah permmukaan bumi dan tubuh

dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan

perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah

Republik Indonesia.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara

tetap pada tanah dan/atau perairan.

Temasuk dalam pengertian bangunan adalah:

a. Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan komppleks bangunan.

b. Jalan tol.
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c. Kolam renang.

d. Pagar meewah.

e. Galangan kapal.

f. Tempat olahraga.

g. Galangan kapal, dermaga.

h. Taman mewah.

i. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak.

j. Fasilitas lain yang mrmberikan manfaat.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak adalah  surat yang digunakan oleh Wajib

Pajak untuk melaporkan data objek pajak menurut Undang-undang Pajak Bumi

dan Bangunan.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang adalah surat yang digunakan oleh

Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada

Wajib Pajak. Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan SPPT berdasarkan SPOP.

2.3.1 PBB Perdesaan dan Perkotaan

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tanggal 15

September 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , wewennang unutk

memungut  Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedessaann dan perkotaan diserhlan

ke pemerintah kabupaten atau kota. Penyerahan pengelolaan Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB) Perdesaan da Perkotaan kepada pemerintah kabupaten/kota

dimulai 1 Januari 2011 dan paling lambat 1 Januari 2014.

Menurut Mardiaosmo (2016:406), PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah

pajak atas Bumi dan Bangunan yang dmiliki, dikasai, dan/atau dimanfaatkan oleh

orang pribadi atau badan, kecuali kawsan yang digunakan untuk kegiatan usaha

perkebunan, perhutanan, pertambngan, dan usaha lainnya untuk dipungut oleh

pemerintah pusat.

a. Dasar Hukum PBB Perdesaan  dan Perkotaan

Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunnan adalah:

1) Undang-undang No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang No. 12 Tahun 1994
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2) Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah(PDRD) Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 mulai Tahun 2010

b. Asas

1) Memberikan kemudahan dan kesederhanaan.

2) Adanya kepastian hukum.

3) Mudah dimengerti dan adil.

4) Menghindari pajak berganda.

c. Objek Pajak

Objek PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas Bumi dan Bangunan

dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang

pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha

perkebunan, perhutanan, pertambangan.

d. Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Subjek PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang

seccara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas

Bangunan.

Wajib Pajak Bumi dan Bnagunan Perdesaan dan Perkotaan adlah orang

pribadi atau badan yang secara nyata memunyai suatu hak atas bumi dan/atau

memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau

memperoleh manfaat atas bangunan.

e. Tarif dan Cara Menghitung PBB

1) Tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan

Tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar

0,3% (nol koma tiga persen). Tarif PBB prdesaan dan Perkotaan telah

ditetapkan dengan peraturan daerah.

2) Cara menghitung PBB

PBB Perdesaan dan Perkotaan dihitung dengan cara:

PBB P2= tarif x (NJOP-NJOPTKP)

f. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksaksi jual beli,

NJOP ditentukan oleh perbandingan harga objek lain yang sejenis, atau nilai
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perolehan baru, atau NJOP pengganti.

Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan:

1) perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu

pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara

membandingkannya dengan objek pajak lain  yang sejenis yang letaknya

berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.

2) nilai perolehan baru adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai

jual objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang

dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian

dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik

objek tersebut.

3) nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai

jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak

tersebut.

Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada dasarnya ditetapkan setiap 3

tahun sekali. Untuk daerah tertentu yang perkembangan pembangunannya

mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, NJOP dapat ditetapkan setahun

sekali. Penetapan besarnya NJOP dilakukan oleh Kepala Daerah.

g. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

Besarnya NJOPTKP ditetapkan paling rendah sebesar Rp 10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. NJOPTKP ditentukan oleh

masing-masing pemerintah kabupaten/kota dan ditetapkan dengan Peraturan

Daerah.

2.4 PBB P2 di Kabupaten Probolinggo

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang

memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan

keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaran Pemerintah Daerah dan

pelayanan umum.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf Undang-Undang

Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan

UPT Perpustakaan Universitas JemberUPT Perpustakaan Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


18

bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis pajak

Kabupaten/Kota, sehingga Pemerintah Kabupaten Probolinggo berwenang

memungut Pajak Bumi dan Bangunan khususnya sektor perdesaan dan perkotaan

dalam peraturan daerah.

Perarturan Daerah ini diharapkan menjadi landasan hukum dalam

pengenaan Pajak Daerah sehubungan dengan hak atas bumi dan/atau perolehan

manfaat atas bumi dan/atau kepemilikan, penguasaan, dan/atau perolehan manfaat

atas bangunan.
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Lokasi dan Waktu Praktek Kerja nyata

3.1.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata

Lokasi Praktek Kerja Nyata di Badan Keuangan Daerah Probolinggo di

bidang Dinas Pendapatan Kota Proboliggo.

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata pada Dinas Pendapatan Kabupaten Probolinggo

dilaksanakan selama 30 hari kerja sesuai surat yang dikeluarkan oleh Fakultas,

terhitung mulai tanggal 26 Februari s/d 10 April 2018. Hari efektif Praktek Kerja

Nyata di Dinas Pendapatan Kabupaten Probolinggo adalah

Tabel 3.1 Daftar hari dan jam kerja Praktek Kerja Nyata

Hari Kerja Jam Kerja I Istirahat Jam Kerja II

Senin-Kamis 07.30-12.00 12.00-13.00 13.00-15.00

Jum’at 07.30-11.00 - -

Sumber: Daftar Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata Badan Keuangan

Daerah Kabupaten Probolinggo

3.2 Ruang Lingkup Kegiatan Praktek Kerja Nyata

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Dari pelaksanaan kegiatan Prktek Kerja Nyata (PKN), penulis akan

membuat Laporan Tugas akhir dengan judul “Prosedur Pemungutan Pajak Bumi

dan Bangunan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo”. Pada

pelaksanaan kegiatan ini penulis ditempatkan pada bagian Pelayanan Pajak Bumi

dan Bangunan.

Pada bagian Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan ini penulis ditugaskan

untuk memriksa dan membantu wajib pajak PBB yang terutang. Sehingga bisa

berinteraksi langsung dengan wajib pajak dan dapat mengetahui langkah-langkah

pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
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Selama satu bulan penuh penulis tidak hanya ditempatkan di bagian

Pelayanan PBB. Penulis juga dirolling di bagian Pajak Daerah lainnnya sesuai

instruksi dari bagian Kepala Bidang Pendapatan. Sehingga penulis juga dapat

memperoleh ilmu Pajak Daerah lainnya.

3.2.2 Pelaksanaan Kegiatan

Beberapa kegiatan yang dilakukan selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

pada Dinas Pendapatan Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Kegiatan yang Dilakukan secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata

Tanggal dan Penanggung

Jawab

Kegiatan Hasil

(a) (b) (c)

Senin, 26 Feb 2018

SITI SUNDARI, S. Sos

selaku kasubid Pengendalian

dan pengembangan

-Apel pagi

-Membantu

dibagian

pelayanan Pajak

Daerah

Bisa berinteraksi langsung

dengan wajib pajak

Selasa, 27 Feb 2018

SITI SUNDARI, S. Sos

selaku kasubid Pengendalian

dan pengembangan

-Apel pagi

-Membantu

dibagian

pelayanan Pajak

Daerah

Mengetahui karakter-karakter

wajib pajak yang akan

membayarkan pajak

terutangnya

Rabu, 28 Feb 2018

SITI SUNDARI, S. Sos

selaku kasubid Pengendalian

dan pengembangan

-Apel pagi

-Membantu

dibagian

pelayanan Pajak

Daerah (Pajak

Restoran)

Mengetahui cara menginput

data wajib pajak

Kamis, 1 Mar 2018

SITI SUNDARI, S. Sos

-Apel pagi

-Membantu

Dapat mengetahui cara

menginput data dari pajak

UPT Perpustakaan Universitas JemberUPT Perpustakaan Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


21

selaku kasubid Pengendalian

dan pengembangan

dibagian

pelayanan Pajak

Daerah (Pajak

Hotel)

hotel

Jum’at, 2 Mar 2018

SITI SUNDARI, S. Sos

selaku kasubid Pengendalian

dan pengembangan

-Apel pagi

-Membantu

dibagian

pelayanan Pajak

Daerah (Pajak

Hotel)

Dapat mengetahui cara

menghitung pajak terutang dari

pajak hotel

Senin, 5 Mar 2018

SITI SUNDARI, S. Sos

selaku kasubid Pengendalian

dan pengembangan

-Apel pagi

-Membantu

dibagian

pelayanan Pajak

Daerah

(BPHTB)

Mengetahui cara mengisi data

objek pajak ke formulir SPOP

Pajak Bumi dan Bangunan

Selasa, 6 Mar 2018

SITI SUNDARI, S. Sos

selaku kasubid Pengendalian

dan pengembangan

-Apel pagi

-Membantu

dibagian

pelayanan Pajak

Daerah

(BPHTB)

Mengetahui cara menginput

data BPHTB ke sistem Dinas

Pendapatan

Rabu, 7 Mar 2018

SITI SUNDARI, S. Sos

selaku kasubid Pengendalian

dan pengembangan

-Apel pagi

-Membantu

dibagian

pelayanan Pajak

Daerah (Pajak

Air Bawah

Tanah)

Mendapatkan ilmu teori

tentang pajak air bawah tanah

dan cara menghitung pajaknya

Kamis, 8 Mar 2018 -Apel pagi Mengetahui cara menghitung
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SITI SUNDARI, S. Sos

selaku kasubid Pengendalian

dan pengembangan

-Membantu

dibagian

pelayanan Pajak

Daerah (PBB)

pajak terutang dari Pajak Bumi

dan Bangunan

Jum’at, 9 Mar 2018

SITI SUNDARI, S. Sos

selaku kasubid Pengendalian

dan pengembangan

-Apel pagi

-Membantu

dibagian

pelayanan Pajak

Daerah (PBB)

Memperoleh data wajib pajak

yang akan membayar PBB

Senin, 12 Mar 2018

SITI SUNDARI, S. Sos

selaku kasubid Pengendalian

dan pengembangan

-Apel pagi

-Membantu

dibagian

pelayanan Pajak

Daerah (PBB)

Menginput data wajib pajak

baru ke sistem Dinas

Pendapatan

Selasa, 13 Mar 2018

SITI SUNDARI, S. Sos

selaku kasubid Pengendalian

dan pengembangan

-Apel pagi

-Membantu

dibagian

pelayanan Pajak

Daerah (PBB)

Menyampaikan tata cara

mengisi formulir SPOP

Rabu, 14 Mar 2018

SITI SUNDARI, S. Sos

selaku kasubid Pengendalian

dan pengembangan

-Apel pagi

-Membantu

dibagian

pelayanan Pajak

Daerah (Pajak

Restoran)

Menginput data Pajak

Restoran

Kamis, 15 Mar 2018

SITI SUNDARI, S. Sos

selaku kasubid Pengendalian

dan pengembangan

-Apel pagi

-Membantu

dibagian

pelayanan Pajak

Daerah (PBB)

Mengetahui tata cara

pemungutan PBB P2
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Jum’at, 16 Mar 2018

SITI SUNDARI, S. Sos

selaku kasubid Pengendalian

dan pengembangan

-Apel pagi

-Membantu

dibagian

pelayanan Pajak

Daerah (PBB)

Mengetahui tata cara

menghitung pajak terutang

PBB

Senin, 19 Mar 2018

RAJAB NURFATONI, SE

selaku Kasubid Penagihan

-Apel pagi

-Membantu

dibagian

Penagihan Pajak

Daerah

-Mengumpulkan

SPPT yang akan

ditagih

Mengetahui prosedur-prosedur

penagihan

Selasa, 20 Mar 2018

RAJAB NURFATONI, SE

selaku Kasubid Penagihan

-Apel pagi

-Membantu

dibagian

Penagihan Pajak

Daerah

-Mengumpulkan

SPPT yang akan

ditagih

Mengetahui prosedur-prosedur

penagihan

Rabu, 21 Mar 2018

RAJAB NURFATONI, SE

selaku Kasubid Penagihan

-Apel pagi

-Membantu

dibagian

Penagihan Pajak

Daerah

-Mengumpulkan

SPPT yang akan

ditagih

Mengetahui prosedur-prosedur

penagihan

Kamis, 22 Mar 2018 -Apel pagi Mengetahui prosedur-prosedur
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RAJAB NURFATONI, SE

selaku Kasubid Penagihan

-Membantu

dibagian

Penagihan Pajak

Daerah

-Mengumpulkan

SPPT yang akan

ditagih

penagihan

Jum’at, 23 Mar 2018

RAJAB NURFATONI, SE

selaku Kasubid Penagihan

-Apel pagi

-Membantu

dibagian

Penagihan Pajak

Daerah

-Mengumpulkan

SPPT yang akan

ditagih

Mengetahui wajib pajak yang

belum membayar hingga jatug

tempo

Senin, 26 Mar 2018

RAJAB NURFATONI, SE

selaku Kasubid Penagihan

-Apel pagi

-Mengikuti rapat

di Kantor Pusat

Kab.

Probolinggo

Mengetahui target dan realisasi

penerimaan asli daerah sektor

Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan

Selasa, 27 Mar 2018

RAJAB NURFATONI, SE

selaku Kasubid Penagihan

-Apel pagi

-Membantu

dibagian

Penagihan Pajak

Daerah

-Menagih Pajak

Restoran

dibeberapa

restoran

Mengetahui cara menagih

wajib pajak dan langsung

terjun ke lapanagan
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Rabu, 28 Mar 2018

RAJAB NURFATONI, SE

selaku Kasubid Penagihan

-Apel pagi

-Membantu

dibagian

Penagihan Pajak

Daerah

-Mengumpulkan

SPPT yang akan

ditagih

Merekap hasil tagihan wajib

pajak melalui SPPT

Kamis, 29 Mar 2018

RAJAB NURFATONI, SE

selaku Kasubid Penagihan

-Apel pagi

-Membantu

dibagian

Penagihan Pajak

Daerah

-Survey tempat

reklame di

daerah Kab.

Probolinggo

untuk penagihan

Pajak Reklame

Mengetahui dimana saja

tempat-tempat reklame

didirikan

Jum’at, 30 Mar 2018

RAJAB NURFATONI, SE

selaku Kasubid Penagihan

-Apel pagi

-Membantu

dibagian

Penagihan Pajak

Daerah

-Mengumpulkan

SPPT yang akan

ditagih

Merekap hasil tagihan wajib

pajak melalui SPPT

Senin, 2 Mar 2018

MUSTAKIM selaku staf di

Badan Keuangan Daerah

-Apel pagi

-Membantu

menginput data

Mengetahui banyaknya wajib

pajak ABT
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Kabupaten Probolinggo Pajak Daerah

yaitu Pajak Air

Bawah Tanah

Selasa, 3 Mar 2018

MUSTAKIM selaku staf di

Badan Keuangan Daerah

Kabupaten Probolinggo

-Apel pagi

-Membantu

menginput data

Pajak Daerah

yaitu Pajak Air

Bawah Tanah

Mengetahui banyaknya wajib

pajak ABT

Rabu, 4 Mar 2018

MUSTAKIM selaku staf di

Badan Keuangan Daerah

Kabupaten Probolinggo

-Apel pagi

-Membantu

menginput data

Pajak Daerah

yaitu Pajak Air

Bawah Tanah

Mengetahui banyaknya wajib

pajak ABT

Kamis, 5 Mar 2018

Ir. SUSILO ISNADI, MM

selaku Kepala Bidang

Pendapatan

-Apel pagi

-Survey tempat

untuk

mendirikan

reklame

Mengetahui ukuran dan jenis

reklame yang akan didirikan

Jum’at, 6 Mar 2018

ARIF MASSUDI, SE, MM

selaku Kasubid Penetapan

-Apel pagi

-Membantu

mendata SPPT

dibagian

Penetapan

Mengetahui cara menetapkan

pajak PBB P2

Senin, 9 Mar 2018

ARIF MASSUDI, SE, MM

selaku Kasubid Penetapan

-Apel pagi

-Membantu

mendata SPPT

dibagian

Penetapan

Mengetahui cara mendata

SPPT melalui DHKP
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Selasa, 10 Mar 2018

ARIF MASSUDI, SE, MM

selaku Kasubid Penetapan

-Apel pagi

-Membantu

mendata SPPT

dibagian

Penetapan

Mengetahui cara mendata

SPPT melalui DHKP

Rabu, 11 Mar 2018

ARIF MASSUDI, SE, MM

selaku Kasubid Penetapan

-Apel pagi

-Membantu

mendata SPPT

dibagian

Penetapan

Mengetahui cara mendata

SPPT melalui DHKP

Kamis, 12 Mar 2018

ARIF MASSUDI, SE, MM

selaku Kasubid Penetapan

-Apel pagi

-Membantu

mendata SPPT

dibagian

Penetapan

Mengetahui cara mendata

SPPT melalui DHKP

Jum’at, 13 Mar 2018

ARIF MASSUDI, SE, MM

selaku Kasubid Penetapan

-Apel pagi

-Membantu

mendata SPPT

dibagian

Penetapan

Mengetahui cara mendata

SPPT melalui DHKP

Sumber: Daftar Kegiatan Praktek Kerja Nyata Badan Keuangan Daerah

Kabupaten Probolinggo

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah

data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka sebagai alat

menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Data kuantitatif pada

pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini berupa Surat Pemberitahuan Objek Pajak

(SPOP) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang SPPT.
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3.3.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah

sebagai berikut:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Wajib Pajak dan

fiskus. Data Primer diperoleh dari data-data terkait pendataan seperti

SPOP pajak bumi dan bangunan, penetapan pajak bumi dan bangunan

berupa SPPT.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain berupa data

olahan yang mendukung data primer. Sumber data sekunder seperti artikel

dan internet.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam Praktek Kerja Nyata

adalah sebagai berikut:

1. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan

buku, internet, observasi sebelumnya dan referensi yang berhubungan

dengan laporan Praktek Kerja Nyata ini.

2. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis

dan sengaja, dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala

yang terjadi. Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis

mengobservasi data-data mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan

dan Perkotaan(PBB-P2).
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DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pengantar Magang
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Lampiran 2.  Surat Balasan
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Lampiran 3. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata
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Lamppiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi
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Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Pembimbing
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Lampiran 6. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata
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Lampirann 7. Daftar Nilai Praktek Kerja Nyata
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Lampiran 8. Daftar Konsultasi Bimbingan
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Lampiran 9. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)
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Lampiran 10. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP)
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Lampiran 11. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
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Lampiran 12. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009
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Lampiran 13. Perda Nomor 07 Tahun 2012
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Lampiran 14. Perbub Nomor 25 Tahun 2013
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Lampiran 15. Standart Operasional Prosedur (SOP)
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